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BUPATI ACEH TAMIANG,

bahwa dengan telah dibentuk Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Qanun
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang,
perlu dilakukan perubahan susunan organisasi dan tata
kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

bahwa Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun
2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, harus dilakukan
penyesuaian nomenklatur tugas dan fungsi sehingga
perlu diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2024
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4179);

% 3. Undang-Undang...



10.

-

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor
5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh

Tamiang Tahun 2020 Nomor 5);
*» “ 11. Peraturan...
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11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2024
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 16 TAHUN
2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
ACEH TAMIANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang
Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
(Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024
Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dihapus, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
3. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya
disingkat BPBD

4. Dihapus.

5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan
yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara
dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi,
keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai
tujuan organisasi.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ diubah, sehingga
Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan  Penanggulangan
Bencana Daerah terdiri dari:
# ‘*a. Kepala....




(2)

4-

Kepala Pelaksana,;

Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional.

2

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri

dari Kelompok Jabatan Fungsional,;

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari

Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, BPBD mempunyai fungsi:

a.

= 00

penyusunan program, pedoman dan petunjuk
teknis di bidang pencegahan, kesiapsiagaan,
kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan
rekonstruksi bencana;

perumusan dan penetapan kebijakan
penanggulangan bencana dan  penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,
efektif dan efesien;

pengoordinasian pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu dan menyeluruh;

pelaksanaan penanggulangan bencana secara
terintegrasi dalam tahapan pra bencana, saat
tanggap darurat dan pasca bencana;
pengoordinasian penanggulangan bencana dengan
instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada
tahap pra bencana dan pasca bencana,
pengoordinasian  pengerahan  Sumber Daya
Manusia, peralatan, logistik dari Perangkat
Daerah, instansi  lainnya  dalam rangka
penanganan darurat bencana.

pembinaan UPTD; dan

pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh
Bupati dan Kepala BPBD sesuai dengan tugasnya.

4. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Paragraf 4
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

“h‘ 5. Ketentuan. /
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5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 13
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai
tugas membantu Kepala Pelaksana dalam
mengkoordinasikan melaksanakan kebijakan

penanggulangan bencana di bidang pencegahan,
mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada saat
prabencana serta pemberdayaan masyarakat untuk
mengurangi resiko bencana dan mencegah ancaman
serta mengurangi kerentanan dengan
mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan,
mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada
prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan
mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal,

b. pengooordinasian dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan
peringatan dini pada pra bencana @ serta
pemberdayaan masyarakat dalam rangka
pengurangan resiko bencana;

c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau
lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi,
kesiapsiagaan dan peringatan dini pada pra bencana
serta pemberdayaan masyarakat; dan

d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh
Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 35

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan
Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2024
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya yang membidangi
pemadaman kebakaran tetap menjabat dan
melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan
dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pemadam Kabakaran dan

Penyelamatan Kabupaten Aceh Tamiang.
% W Pasal//




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh

Tamiang.
Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 3 September 2024 M
28 Sagar 1446 H
Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,
Diundangkan di Karang Baru /C\;;A/
pada tanggal, _3 Sepkember 2024 M

28 Sagar 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
\\QXKABUPATEN ACEH TAMIANG,

%

A

TRI KURNIA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024 NOMOR 39




LAMPIRAN :

NOMOR
TENTANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

39 TAHUN 2024

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

| Bupati

| Sekretaris Daerah |

| Kepala Pelaksana |

Kelompok Jabatan Fungsional

]
Sekretariat Unsur

Pela%sana

[

Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian

L
kelompok
Jabatan
Fungsional

Bidang Pencegahan Bidang Bidang Rehabilitasi
dan Kesiapsiagaan Kedaruratan dan dan Rekonstruksi
Logistik
]
Kelompok Jabatan l Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan |
Fungsional Fungsional Fungsional
l___UPTD |

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,/

S~
S



